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Abstract: Mediation is a process of problem-solving negotiations, where impartial parties work with disputants to seek
mutual consent. Mediation is also known in Islamic law that equates mediation with islah or Al-Sulh, is a process of
dispute resolution in which the parties agree to end their case peacefully. The provisions of mediation in the last Court
are regulated in supreme Court Regulation number 1 of 2016. Regulation Court are one of the courts under the Supreme
Court in accordance with the mandate of constitution, therefore it is obligatory to enforce the provisions of mediation set
forth in the Supreme Court Regulation.  In accordance with its authority in terms of solving a particular dispute for Muslims,
it means that the Religious Court, besides deriving from the positive law of Indonesia, must also derive from Islamic law.
Likewise with the provisions on the implementation of mediation in the Court, in addition to following the Supreme Court,
in addition  to following the Supreme Court Regulation number 1 year 2016, also follow the provisions of mediation set forth
in Islamic Law. Based on the above background this research reveal issues, what is the view of Islamic law in mediation
procedures in religious court.
Keyword: mediation procedures in religious court.
Abstrak: Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama
dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediasi juga dikenal dalam hukum Islam yang
menyamakan mediasi dengan islah atau Al-Sulh, yakni suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat
untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Ketentuan mediasi di Pengadilan terakhir diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016. Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah
Agung sesuai amanat konstitusi, untuk itu wajib melaksanakan ketentuan mediasi yang telah diatur dalam peraturan
mahkamah agung tersebut. Sesuai dengan kewenangannya dalam hal penyelesaian sengketa khusus bagi orang Islam,
berarti Pengadilan Agama  selain bersumber pada hukum positif Indonesia, juga harus bersumber pada hukum Islam.
Begitu juga dengan ketentuan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan, selain mengikuti Peraturan Mahkamah Agung
nomor 1 Tahun 2016, juga mengikuti ketentuan mediasi yang diatur dalam hukum Islam. Berdasarkan latar belakang
di atas peelitian ini mengungkapan permasalahan bagaimana pandangan hukum islam tentang prosedur mediasi di
pengadilan agama.
Kata kunci: Mediasi, pengadilan agama
Pendahuluan
Musyawarah mufakat merupakan falsafah
masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan
keputusan, termasuk penyelesaian sengketa.
Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi
bangsa dijelmakan dalam dasar negara, yaitu
Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila
disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan. Nilai tertinggi ini, kemudian di-
jabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan sejumlah peraturan perundang-undangan
dibawahnya. Prinsip musyawarah merupakan
nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa
dalam mencapai solusi terutama di luar jalur
pengadilan. Nilai musyawarah terkonkritkan
dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian
sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi,
fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian
sengketa lainnya.1
Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
1 Rahmadi Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui
Pendekatan Mufakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 23.
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Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa
yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan
melalui jalur pengadilan (litigasi).
Selain penyelesaian sengketa yang mengguna-
kan jalur pengadilan, sistem hukum Indonesia
juga membuka peluang menyelesaikan sengketa
di luar jalur pengadilan (nonlitigasi).2Pada tanggal
12 Agustus tahun 1999, pemerintah Indonesia
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, yang membawa angin baru bagi
para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa
di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di
luar pengadilan menganut prinsip sama-sama
menguntungkan (win-win solution). Dengan
adanya Undang-Undang Arbitrase ini, para
pihak yang bersengketa mempunyai kesempatan
untuk menempuh jalur non litigasi sebelum
pada akhirnya menempuh jalur di pengadilan,
jika kesepakatan dalam jalur non litigasi tidak
tercapai. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa
di luar pengadilan tersebut, adalah mediasi.3
Dalam Islam telah diatur mengenai ketentuan
dan tata cara perdamaian. Seperti tentang
mediator yang dalam Islam disebut hakam, yaitu
seorang utusan atau delegasi dari pihak yang
bersengketa, yang dilibatkan dalam penyelesaian
sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi
tertentu majelis hakim dapat mengangkat hakam
yang bukan dari pihak keluarga para pihak. Di
antaranya yang berasal dari hakim mediator
yang sudah ditetapkan oleh lembaga tahkim.4
Perdamaian dalam syariat Islam sangat
dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian
akan terhindar dari putusnya perpecahan
silaturrahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus
permusuhan di antara pihak-pihak yang
bersengketa akan dapat diakhiri. Memberi maaf
adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam
2 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah,
Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 292
3 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif...., h. 50
4 Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum
Islam dan Hukum Positif  di Indonesia, (Semarang,  Walisongo
press, 2009), h. 12
Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang
akan kekeliruannya.5
Ketentuan mediasi di Pengadilan pada
mulanya diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 02 Tahun 2003, yang direvisi
melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor
01 Tahun 2008, dan terakhir Mahkamah Agung
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi
merupakan cara penyelesaian sengketa secara
damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka
akses yang lebih luas kepada para pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan
serta berkeadilan.
Peradilan Agama merupakan salah satu
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah MahkamahAgung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalamlingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”. Untuk itu jelas bahwa Pengadilan
Agama juga wajib melaksanakan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan tersebut.
Sesuai dengan kewenangannya dalam hal
penyelesaian sengketa khusus bagi orang
Islam,tentu saja ketentuan-ketentuan yang
dijalankan oleh Pengadilan Agama selain
menjatuhkan putusan yang berlandaskan hukum
positif Indonesia, juga harus berlandaskan hukum
Islam. Begitu juga dengan ketentuan tentang
pelaksanaan mediasi di Pengadilan, meskipun
juga telah diatur melalui Peraturan Mahkamah
Agung Nomor.  1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, namun juga harus dilihat
apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan
mediasi yang diatur dalam hukum Islam.
Pembahasan
a. Pengertian Mediasi
Para penulis dan praktisi yang berusaha
menjelaskan pengertian mediasi. Tetapi, upaya
5 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian
Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2011), h. 142
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untuk mendefinisikan mediasi bukanlah suatu
hal yang mudah. Hal ini karena mediasi tidak
memberi satu model yang dapat diuraikan
secara terperinci dan dibedakan dari proses
pengambilan keputusan lainnya. Banyak pihak
mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk
menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak
ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah
dengan melibatkan diri untuk membantu para
pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang
disengketakan dan mengembangkan sebuah
proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan
sengketa tersebut.6
Dalam Collin English Dictionary and Thesaurus
disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan
menjembatani dua pihak yang bersengketa
guna menghasilkan kesepakatan (agreement).
Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai
pihak yang ikut membantu mencari berbagai
alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator
dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk
mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat
mengakhiri perselisihan dan persengketaan.7
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan
pihak ketiga dalam penyelesaian suatu
perselisihan sebagai penasehat. Pengertian
mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa
Indonesia mengandung 3 (tiga) unsur penting
yaitu:8
a. Mediasi merupakan proses penyelesaian
perselisihan atau sengketa yang terjadi antar
dua pihak atau lebih
b. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian
sengketa adalah pihak-pihak yang berasal
dari luar pihak yang bersengketa.
c. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian
sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat
dan tidak memiliki kewenangan apa-apa
dalam pengambilan keputusan.
Penjelasan mediasi jika dilihat dari segi
kebahasaan lebih menitik beratkan pada
keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para
pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu
perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk
6 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian
Sengketa ......, h. 29.
7 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian
Sengketa ......, h. 33.
8 Maria Kaban, Bahan Ajar Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, (Medan: 2011), h.15.
membedakan dengan bentuk-bentuk alternative
penyelesaian sengketa lainnya.9
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan
masalah, di mana para pihak yang tidak memihak
bekerja sama dengan pihak yang bersengketa
untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak
luar tersebut disebut dengan mediator, yang
tidak berwenang untuk memutus sengketa,
tetapi hanya membantu para pihak untuk
menyelesaiakan persoalan-persoalan yang
dikuasakan kepadanya.10
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2016 disebutkan bahwa Mediasi
merupakan cara penyelesaian sengketa secara
damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka
akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan
serta berkeadilan.
Selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa
dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada
visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang
agung, salah satu elemen pendukung adalah
Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan
akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus
implementasi asas penyelenggaraan peradilan
yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Mediasi
adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan
Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
b. Mediasi Dalam Hukum Islam
Budaya hukum pada pemeluk agama Islam,
mengenal budaya islah dan hakam dalam
penyelesaian sengketa. Perdamaian dalam
syariat Islam sangat dianjurkan. Karena dengan
adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya
perpecahan silaturrahmi (hubungan kasih sayang)
sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang
bersengketa akan dapat diakhiri. Memberi maaf
adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam
Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang
akan kekeliruannya.11
Alquran mengakui konflik dan persengketaan
9 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif...., h. 3
10 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa ..., h. 10
11 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian
Sengketa...., h. 142
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dikalangan manusia sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan
manusia dengan konflik sudah diinformasikan
Alquran jauh sebelum diciptakannya manusia.
Alquran menggambarkan dengan jelas bagaimana
keinginan Allah menjadikan manusia sebagai
khalifah-Nya di bumi, mendapat tantangan dari
malaikat. Malaikat khawatir dengan keberadaan
manusia sebagai khalifatullah fil ardh, karena
manusia cenderung melakukan kerusakan dan
pertumpahan darah di muka bumi. Malaikat
mempertanyakan kenapa Allah yang menjadikan
manusia sebagai khalifah, dan “bukankah kami
yang selalu mengabdi dan menyucikan dirimu.”12





“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata:
“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah)
di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau
dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman:
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui”.
Ayat ini menggambarkan bahwa manusia
memang memiliki kecenderungan ber -
konflik dan melakukan tindak kekerasan.
Keinginan (nafsu) yang tidak terkendali dapat
mengantarkan manusia pada situasi konflik dan
kekerasan. Konflik dan kekerasan tidak hanya
terjadi antar individu, keluarga, masyarakat
dan bahkan antar negara. Faktor fundamental
penyebab terjadinya konflik dan kekerasan pada
manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan
sebagaimana yang diinginkan. Kepentingan
tersebut dapat berupa kepentingan politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pada sisi
lain, sikap ego (amaniah) juga turut mendorong
manusia berkonflik dan melakukan tindak
kekerasan dalam mewujudkan kepentingannya.
Di sinilah peran wahyu Alquran membimbing
manusia mengendalikan ego, menggunakan akal
12 Fitra Pratamamingka, Mediasi   Dalam Hukum Syariah,
diakses pada tanggal 29  Januari 2016.  13.07  WIB dari http://
fitrapratamamingka.blogspot.co.id, h. 1
budi, berpikir rasional, dan menghargai keragaman
manusia sebagai makhluk Tuhan. Alquran
menyebutkan bahwa manusia yang mampu
mengendalikan ego dirinya adalah manusia yang
memiliki jiwa tenang (nafs al-muthma ‘inna).13
Ayat Alquran di atas menunjukkan bahwa
manusia adalah pelaku utama konflik dan
manusia pula yang akan menyelesaikan konflik.
Manusia melalui akal dan panduan Alquran dapat
menggali, menyusun strategi  resolusi konflik dan
penyelesaian sengketa, karena Alquran memuat
sejumlah prinsip resolusi konflik. Nabi Muhammad
Saw dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak
menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan
sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip resolusi
konflik yang dimiliki Alquran diwujudkan oleh
Nabi Muhammad Saw dalam berbagai bantuk
berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi,
mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa
melalui lembaga peradilan (litigasi).14Alquran
dan hadis Rasulullah Saw menawarkan proses
penyelesaian sengketa pengadilan melalui dua
cara, yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi),
dan penyelesaian melalui perdamaian (islah).15
Proses peyelesaian sengketa melalui adjudikasi
tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang
bersengketa, karena ada pihak yang memiliki
keterbatasan dalam pengajuan alat bukti. Oleh
karenanya, sejumlah ayat Alquran menawarkan
proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian
(islah-sulh) di hadapan mahkamah.16Memberi
maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam
Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang
akan kekeliruannya. Hal ini tergambar dalam
surat Asy-Syura’ (42) ayat 40:
ﯖﯕﯔﯓﮱﮰﮯﮮﮭﮬ
ﯜﯛﯚﯙﯘﯗ
“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan
yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan
berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan)
Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-
orang yang zalim”.
Perbuatan mendamaikan di antara pihak-pihak
yang berselisih juga sangat dianjurkan dalam
Islam. Islam menawarkan proses penyelesaian
sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu
13 Fitra Pratamamingka, Mediasi Dalam Hukum Syariah, h. 1
14 Fitra Pratamamingka, Mediasi Dalam Hukum Syariah, h. 1
15 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif...., h. 157
16 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif...., h. 199
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pembuktian fakta hukum (adjudikasi),dan pe-
nyelesaian melalui perdamaian (Islah-Sulh)
sebagaimana yang terdapat dalam surat Al
Hujuraat (49) ayat 10:
ﯤﯣﯢﯡﯠﯟ ﯞﯝﯜ
ﯦﯥ
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya
bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah
hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat
rahmat”.




“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan
bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang
yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau
berbuat ma`ruf, atau mengadakan perdamaian
di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat
demikian karena mencari keredhaan Allah, maka
kelak Kami memberi kepadanya pahala yang
besar”.
Hakam tidak difungsikan pada proses perkara
perceraian saja tapi juga dapat difungsikan
pada semua bentuk sengketa. Dalam hal ini
menunjukkan bahwa Islam lebih menghendaki
penyelesaian sengketa dengan cara damai, hal ini





“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang
mu’min berperang maka damaikanlah antara
keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan
itu berbuat aniaya terhadap golongan yang
lain maka perangilah golongan yang berbuat
aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada
perintah Allah; jika golongan itu telah kembali
(kepada perintah Allah), maka damaikanlah
antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berlaku adil”.
Unsur-unsur dalam usaha penyelesaian
perkara melalui perdamaian adalah:
1. Adanya niat untuk melakukan “ishlah”,
2. Adanya hakam atau penengah di antara pihak-
pihak yang bersengketa dan
3. Ishlah atau perdamaian tidak berlawanan
dengan hukum Islam.
Unsur-unsur tersebut dapat dilihat dari
beberapa surat dalam Alquran, yaitu surah Al






“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang
yang dibunuh; orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah
(yang memaafkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)
membayar (diat) kepada yang memberi maaf
dengan cara yang baik (pula). Yang demikian
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu
dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang
sangat pedih”.







“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang
ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka
dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,
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dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka
menta’atimu, maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.




“Dan jika kamu khawatikan ada persengketaan
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam
dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan, jika kedua orang hakam
itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
Allah memberi taufik kepada kami isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal”.





“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz
atau  sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak
mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu
lebih baik (bagi mereka walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul
dengan isterimu secara baik dan memelihara
dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan”
Mohammed Abu Nimer merumuskan 12 prinsip
penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun
Alquran dan dipraktikkan Nabi Muhammad.17
1. Perwujudan Keadilan
2. Pemberdayaan Sosial
3. Universalitas dan Martabat Kemanusiaan
4. Prinsip Kesamaan (Equality)
5. Melindungi Kehidupan Manusia
6. Perwujudan Damai
7. Pengetahuan dan Kekuatan Logika
8. Kreatif dan Inovatif
9. Saling Memaafkan
10.Tindakan Nyata
17 Fitra Pratamamingka, Mediasi Dalam Hukum Syariah, h. 1
11.Pelibatan Melalui Tanggung Jawab Individu
12.Sikap Sabar
Peradilan dalam perspektif Islam disamakan
dengan Al-Qadla. Secara terminologis diartikan
sebagai daya upaya mencari keadilan atau me-
nyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan
menurut peraturan-peraturan dan lembaga-
lembaga tertentu dalam pengadilan.18 Pada zaman
Rasulullah Saw peradilan diformulasikan sebagai
diri Rasulullah Saw dalam jabatan hakim dan
beliau melarang persengketaan sahabat sampai
ketangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka
beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum
yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi
yang tidak memutus (adjudikatif).19
Mediasi dalam Islam disebut dengan sulhu
yang berarti memutus/menyelesaikan per-
sengketaan atau perdamaian, atau disebut
juga sebagai akad yang ditentukan untuk
menyelesaikan pertengkaran. Selain itu mediasi
juga disamakan dengan tahkim, yang dalam
terminologi fiqh artinya adanya dua orang atau
lebih yang meminta orang lain agar diputuskan
perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan
hukum syar’i.20
Mediator dalam Islam disebut hakam. Hakam
ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak
yang bersengketa (suami isteri), yang dilibatkan
dalam penyelesaian sengketa antara keduanya.
Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim
dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak
keluarga para pihak, diantaranya yang berasal
dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh
lembaga tahkim.21
Kode etik yang harus dipenuhi oleh hakam
adalah khifazan ala asrar al-zaujiyyah, yakni
seorang hakam harus menjaga rahasia materi
konflik dalam kasus-kasus tertentu seperti
konflik suami isteri dalam rumah tangga. Di
samping itu kode etik yang harus dipegang oleh
hakam adalah bahwa hakam bertugas untuk
menyelesaikan masalah, bukan justru semakin
menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu
hakam harus mampu menjadi fasilitator yang
arif dan bijak agar konflik yang diselesaikannya
18 Zaini Ahman Noeh, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam
di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 15
19 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, (Semarang:
Fatawa Publishing, 2014), h. 84
20 Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan....., h. 328
21 Muhammad Saifullah, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum.....,
h. 12
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menghasilkan kesepakatan damai (win-win
solution).22
Seorang hakam yang akan diminta menye-
lesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-
syarat sebagai seseorang yang boleh menjadi
hakim/kadi. Namun demikian terdapat perbedaan
antara hakam dan hakim, yaitu:23
1. Hakim harus memeriksa dan meneliti secara
seksama perkara yang diajukan kepadanya
dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan
hakam tidak harus demikian.
2. Wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh
akad pengangkatannya dan tidak tergantung
kepada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak
yang diadilinya, sedangkan hakam mempunyai
wewenang yang terbatas pada kerelaan dan
persetujuan pihak-pihak yang mengangkat
dirinya sebagai hakam.
3. Tergugat harus dihadirkan di hadapan hakim,
sedangkan dalam tahkim masing-masing pihak
tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk
hadir di majelis hakim, kedatangan masing-
masing pihak tersebut berdasarkan kemauan
masing-masing.
4. Putusan hakim mengikat dan dapat dipaksakan
kepada kedua belah pihak yang berperkara,
sedangkan putusan hakam akan dilaksanakan
berdasarkan kerelaan masing-masing pihak
yang berperkara.
5. Dalam tahkim ada beberapa masalah yang
tidak boleh diselesaikan, sedangkan dalam
peradilan (resin negra) semua persoalan dapat
diperiksa dan diselesaikan.
Kekuatan hukum putusan tahkim:24
1. Menurut mazhab hanafi, apabila hakam
telah memutuskan perkara pihak-pihak yang
bertahkim dan mereka menyetujuinya, maka
pihak-pihak yag bertahkim terikat dengan
putusan tersebut. Jika hal tersebut dibawa
ke pengadilan dan hakim sependapat dengan
putusan hakam, maka hakim pengadilan tidak
boleh membatalkannya, akan tetapi jika hakim
pengadilan tidak sependapat dengan putusan
hakam, maka hakim berhak membatalkannya.
2. Menurut ulama Maliki dan mazhab Hambali,
apabila putusan yang dihasilkan oleh hakam
melalui proses tahkim tidak bertentangan
22 Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum.....,
h. 16
23 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 92-93
24 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 94-95
dengan kandungan Alquran, hadis dan
ijmak, maka hakim pengadilan tidak berhak
membatalkan putusan hakam dimaksud.
Menurut pendapat jumhur ulama fikih,
kebolehan membatalkan suatu putusan tahkim
oleh kedua belah pihak yang bersengketa
ditentukan oleh waktu dan/atau tahapan proses
yang dilalui. Terdapat beberapa kemungkinan:25
1. Jika pembatalan tersebut dilakukan sebelum
memasuki proses tahkim, maka itu dibolehkan
sebab tahkim tergantung pada kerelaan dan
persetujuan masing-masing pihak.
2. Jika pembatalan tahkim dilakukan setelah
memasuki prosesnya, maka:
a. Boleh dan dapat dibenarkan sebab pada waktu
itu proses dan keputusan belum sempurna.
b. Tidak boleh/tidak dibenarkan, sebab para
pihak akan membatalkan pelaksanaan tahkim
yang awalnya disetujui.
3. Jika pembatalan dilakukan setelah putusan
dikeluarkan maka pembatalan tidak dapat
dibenarkan.
Menurut sebagian ulama mazhab Syafi’i,
pembatalan tahkim dapat dan boleh dilakukan
pada waktu dan tahapan manapun, sebab dasar
tahkim adalah kerelaan masng-masing pihak yang
berselisih, sehingga tanpa kerelaan tersebut tidak
dapat dilakukan dan jika tetap dilakukan juga
maka akan menghasilkan putusan yang sia-sia.26
Penutup
Pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan
agama, secara umum sudah berjalan sesuai
dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.
Berdasarkan beberapa ayat dalam Alquran
seperti surat Al Hujurat (49) ayat 9, Al Hujuraat
(18) ayat 10, An-Nisa’ (4) ayat 114, diketahui
bahwa perdamaian atau mediasi adalah hal yang
diutamakan dalam penyelesaian suatu sengketa.
Mediator dikenal juga dalam Islam yang disebut
sebagai hakam, dan hakam juga berfungsi
tidak hanya pada perkara perceraian, tetapi
juga difungsikan pada semua bentuk sengketa.
Perintah mendamaikan dalam surat An Nisa (4)
ayat 35 juga tidak jauh berbeda dengan mediasi
menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Di mana
hakim mengutus mediator/hakam yang telah
25 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam h. 95
26 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam h. 96
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memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang
mediator profesional. Seorang hakam juga berhak
memberikan kesimpulan apakah perkawinan
antara suami isteri layak dipertahankan atau
bahkan lebih baik dibubarkan. Tidak berbeda
dengan tugas mediator yang melaporkan hasil
mediasi dengan dua pilihan, berhasil ataukah
gagal.
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